
SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2O2O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal ll2 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan atas hasil evaluasi rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l dan rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2O2l tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2O2l;

Mengingat

2

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor lO92l;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2l);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679l,1'

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aO28);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
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1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575),;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OI8 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OIO tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oall;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 20 11 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2}ll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1560);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 75\;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888);

24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.441707/KPTS l2O2O tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2l dan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O2O

Nomor 3O7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2O2O Nomor 35);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 202 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

7. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Kebdakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

1 1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
1 (satu) atau lebih Kegiatan yar'g dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan keda perangkat daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang
disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan.

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
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18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

23. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

24. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

25. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

26. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

29. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan
1 (satu) atau beberapa Program.
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Pasal 2

APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2O2l
berjumlah Rp. 1.338.242.2O2.685, terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. I.284.992.998.589

b. Belanja Daerah Rp. 1.338.242.202.685

Defisit (Rp. 5s.249.204.096)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 60.396.142.096
2. Pengeluaran Rp 7.146.938.000

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp. 53.249.204.096

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2O2l
direncanakan sebesar Rp. 1.284.992.998.589 (Satu triliun dua
ratus delapan puluh empat milgar sembilan ratus sembilan puluh
dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima rafits
delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. IO7.89L472.9OO
(Serafits tujuh milgar delapan ratus sembilan puluh saht juta
empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang
terdiri atas :

a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 27.974.OOO.OOO (Dua puluh tujuh
milgar sembilan ratus tnjuh puluh empat juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.267.472.9OO (Tiga belas

milgar dua rahts enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh
puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

0Rp
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Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.118.021.525.689 (Satu

tiliun seratus delapan belas milyar dua puluh satu juta lima
rahts dua puluh lima ibu enam rafiis delapan puluh sembilan
rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.086.739. 196.000 (Satu triliun delapan puluh enam
milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan
puluh enam ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 3 1.282.329.689 (Tiga puluh satu milyar dua ratus delapan
puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus
delapan pulult sembilan rupiahl.

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp. 59.080.000.000 (Lima puluh sembilan milgar delapan
puluh juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan hibah; dan
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

humf a direncanakan sebesar Rp. 13.480.000.000 (Tiga belas

milyar empat rahts delapan puluh juta rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.600.000.000 (Empat

puluh lima milyar enam ratus juta rupiah).

(a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 50.400.000.000 (Lima puluh milgar empat ratus
juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 16.250.000.00O (Enam belas milgar dua ratus lima puluh
juta rupiah).
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Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2O2l direncanakan

sebesar Rp. 1 .338.242.202.685 (Satu triliun tiga rahts tiga puluh
delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus dua

ibu enam ratus delapan puluhlima rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(l)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 864.627.651.554
(Delapan ratus enam puluh empat milgar enam ratus dua

puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus

lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 482.412.049.641 (Empat ratus

delapan puluh dua milyar empat ratus dua belas juta empat

putuh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 313.399.541.913 (Tiga

ratus tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta
lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas

rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 66.0 16.060.000 (Enam puluh enam

milgar enam belas juta enam puluh ribu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (Dua milgar
delapan rahts juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 215.779.616.841
(Dua ratus lima belas milgar tujuh ratus tujuh puluh sembilan
juta enam ratus enam belas ibu delapan rafits empat puluh
saht rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal peralatan dan mesin;

b. Belanja modal bangunan dan gedung;
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c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 22.9t2.438.130 (Dua puluh dua milgar sembilan rahts

dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ibu seratus
tiga puluh rupiah).

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 57.450.724.621 (Lima puluh tujuh milgar empat ratus lima
puluh juta filuh ratus dua puluh empat nbu enam ratus dua
puluh satu rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 135.027.051.590 (seratus tiga puluh lima milgar dua
puluh hluh juta lima puluh satu ribu lima ratus sembilan
puluh rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 389.402.500
(Tiga rahts delapan puluh sembilan juta empat rafiis dua ribu
lima rahts rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.005.000.000
(sepuluh milgar lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

Pasal 1 1

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 247.829.934.290
(Dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh
sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus

sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.219.147.290 (Empat

milgar dua rahts sembilan belas juta seratus empat puluh
tujuh ibu dua ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.610.787.000
(Dua ratus empat puluh tiga milgar enam ratus sepuluh juta
tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
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Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2O2l
direncanakan sebesar Rp. 53.249.204.096 (Lima puluh tiga

milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat ribu

sembilan puluh enam rupialt), yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar

Rp. 60.396.142.096 (Enam puluh milgar tiga ratus sembilan
puluh enam juta seratus empat puluh dua ibu sembilan puluh
enam rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp. 60.396.142.096 (Enam pulult milyar tiga ratus sembilan
puluh enam juta seratus empat puluh dua ibu sembilan puluh
enam rupiahl.

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar

Rp. 7.146.938.000 (rujuh milgar serafiis empat puluh enam
juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang
terdiri atas penyertaan modal daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.146.938.000 (Tujuh

milgar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga
puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran

belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar

Rp. 53.249.2O4.096 (Lima puluh tiga milgar dua ratus empat

puluh sembilan juta dua rahts empat ibu sembilan puluh
enam rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rp. 53.249.204.096 (Lima puluh tiga milyar dua ratus

empat putuh sembilan juta dua ratus empat ibu sembilan

puluh enam rupiah).
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Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya danlatau pengeluaran melebihi

pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang

selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara terlebih dahulu
melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang

bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih tanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;



6

7

8

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

1 1. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

14. Lampiran XIV

15. Lampiran XV

16. Lampiran XVI
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Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan
beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan
SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Desember 2O2O

BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 30 Desember 2O2O

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR 309

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI

SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2O2l : (7-167 l2O2Ol

dengan aslinya
IAN HUKUM,

RANGKUTI, SH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640508 198410 1 001

ttd

ttd
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2O2O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202 1

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2OO3 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan

daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun

anggaran. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah atas

pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam tahun

anggaran tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemungutan

semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan

dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang

membebani daerah dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan

dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah,

maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan

pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun

anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember

tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan

pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka

waktu tersebut.

Delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Atasan kepada

Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD sebagaimana terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



II
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 888) menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

PasaI

Pasal

T4

Cukup jelas.

15

Cukup jelas.

t6
Cukup jelas.

t7
Cukup jelas.

18

Cukup jelas.

t9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAPANULI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR 36


